BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan  analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum  untuk situasi perekonomian Provinsi Bengkulu Tahun 2014 berikut  karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2014‐2015.  Bab  ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Provinsi Bengkulu serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 Dan Perkiraan Tahun 2015
a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 
Selama tahun 2013, perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 6,21 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi ini mengalami perlambatan dimana pada tahun 2012 ekonomi tumbuh sebesar 6,60 persen dan tahun 2011 sebesar 6,46 persen.  Pada tahun 2013 ini banyak terjadi tekanan eksternal  pada kondisi perekonomian yaitu dengan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada pelemahan kinerja beberapa sektor,  fluktuasi  harga  batubara  dunia  yang  berdampak  pada menurunnya pertumbuhan sektor pertambangan. Turunnya produksi batubara ini berimbas pula pada  menurunnya kinerja  ekspor,  serta  adanya  peningkatan sukubunga perbankan (BI-Rate) membuat volume produksi dan pertumbuhan perbankan terjadi perlambatan dibanding tahun lalu karena banyak pelaku usaha menunda untuk melakukan ekspansi usaha melalui skema kredit. Dampak  dari  faktor  penghambat  ini  mengakibatkan  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  pelambatan  dibandingkan tahun lalu.

Tabel 3.1.a.
PDRB Menurut Lapangan Usaha 2012-2014 (Miliar Rp),

Laju Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan 2014
	Sektor
	Atas Harga Berlaku
	Atas Harga Konstan
	Pertum buhan 2014 

(%)
	Sumber Pertum buhan

2014
 (%)

	
	2012
	2013
	2014
	2012
	2013
	2014
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	Pertanian
	8.418,26
	9.399,91
	10.499,97
	3.320,20
	3.509,96
	3.657,45
	4.20
	1,56

	Pertambangan & 

Penggalian
	887,69
	1.012,39
	1.063,84
	317,54
	336,10
	339,49
	1,01
	0,04

	Industri Pengolahan
	922,96
	1.061,58
	1.230,74
	390,10
	416,30
	448,15
	7,65
	0,34

	Listrik, Gas & Air 

Bersih
	111,04
	126,62
	144,99
	44,41
	46,94
	49,32
	5,07
	0,03

	Bangunan
	776,24
	917,44
	1.039,55
	275,83
	298,81
	313,93
	5,06
	0,16

	Perdagangan, Hotel, 

Restoran
	4.016,64
	4.589,12
	5.316,03
	1.765,71
	1.897,04
	2.049,58
	8,04
	1,61

	Pengangkutan & 

Komunikasi
	1.734,19
	1.955,87
	2.211,54
	753,97
	784,60
	835,57
	6,50
	0,54

	Keuangan, Persewaan & 

Jasa Perusahaan
	1.029,12
	1.173,25
	1.350,99
	435,44
	470,20
	507,44
	7,92
	0,39

	Jasa-Jasa
	3.345,71
	3.883,15
	4.530,59
	1.575,63
	1.704,87
	1.851,38
	8,59
	1,55

	PDRB
	21.241,86
	24.119,36
	27.388,24
	8.878,82
	9.464,83
	10.052,31
	6,21
	6,21


Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Kendati  demikian,  faktor  pendorong  pertumbuhan  masih  ada  pada  beberapa  sektor,  dimana  sector tersebut masih tumbuh diatas 7 persen, seperti yang terjadi pada sektor jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan yang masing masing tumbuh sebesar 8,59 persen, 8,04 persen  dan  7,92  persen.  Pertumbuhan  sektor  keuangan,  persewaan  dan  jasa  perusahaan  masih  ditunjang  oleh pertumbuhan  Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup bagus dan  pada subsektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)  yang ditandainya maraknya pembiayaan pembelian emas mulia melalui PT. Pegadaian, yang merupakan produk baru di Bengkulu, serta peningkatan volume usaha dari pegadaian dan lembaga pembiayaan.
Sementara dari sisi penggunaan, semua komponen  mengalami pertumbuhan terutama pada komponen pengeluaran dengan sumber pertumbuhan yang cukup  besar  yaitu pengeluaran konsumsi  rumah  tangga  tumbuh sebesar 6,16 persen, komponen pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 8,26 persen, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 3,57 persen dan komponen ekspor tumbuh sebesar  1,59 persen. Sedangkan komponen pengeluaran nirlaba mengalami kontraksi sebesar  1,43 persen dan komponen impor tumbuh sebesar 14,60 persen.
Tabel 3.1.b.
PDRB Menurut Penggunaan 2012-2014 (Miliar Rp),

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan 2014
	Sektor
	Atas Harga Berlaku
	Atas Harga Konstan
	Pertum buhan 2014 

(%)
	Sumber Pertum buhan

2014
 (%)

	
	2012
	2013
	2014
	2012
	2013
	2014
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
	12.817,79
	14.392,82
	16.311,38
	5.596,02
	5.937,18
	6.303,01
	6,16
	3,87

	Pengeluaran Konsumsi 

Lembaga Nirlaba
	199,65
	225,58
	235,86
	91,68
	98,38
	96,98
	-1,43
	-0,01

	Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah
	3.384,98
	3.920,56
	4.297,04
	1.435,31
	1.569,45
	1.625,46
	3,57
	0,59

	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	2.291,82
	2.619,78
	3.027,79
	1.013,14
	1.115,85
	1.207,98
	8,26
	0,97

	Perubahan Stok
	-1.942,58
	-1.372,13
	-582,80
	-537,94
	-347,34
	-53,51
	-
	-

	Ekspor
	7.092,68
	7.665,38
	8.069,07
	2.802,24
	2.907,26
	2.953,40
	1,59
	0,49

	Dikurangi Impor
	2.602,48
	3.269,07
	3.970,07
	1.521,63
	1.815,94
	2.081,01
	14,60
	2,80

	PDRB
	21.241,86
	24.119,36
	27.388,24
	8.878,82
	9.464,83
	10.052,31
	6,21
	6,21


Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu tidak mengalami perubahan yang berarti dimana dari sisi lapangan usaha, perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian (38 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (19 persen) dan sektor jasa-jasa (17 persen). Sedangkan dari sisi penggunaan, perekonomian didominasi oleh pengeluaran konsumsi  rumah  tangga  dan  ekspor  neto   yang  masing-masing  memiliki  peranan  sebesar  59,56  persen  dan  14,96 persen. Sementara itu konsumsi pemerintah dan PMTB memiliki peranan sebesar 15,69  persen dan 11,06 persen.
Gambar 3

Struktur PDRB Provinsi Bengkulu

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014
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Gambar 4

Struktur PDRB Provinsi Bengkulu

Menurut Penggunaan Tahun 2013
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Tingkat inflasi Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 sebesar 9,94 persen lebih tinggi daripada inflasi tahun 2013 yang hanya sebesar 4,30 persen, bahkan lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional yang hanya 8,38 persen.
Tabel 3.1.c.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Dan Inflasi Kota Bengkulu

Tahun 2010 - 2014

	Bulan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	IHK
	Inflasi
	IHK
	Inflasi
	IHK
	Inflasi
	IHK
	Inflasi
	IHK
	Inflasi

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Januari
	122,18
	1,82
	133,10
	1,68
	137,35
	0,93
	144,02
	1,17
	113,52
	1,03

	Februari
	122,32
	0,11
	133,35
	0,19
	136,12
	-0,90
	145,02
	0,69
	113,25
	-0,24

	Maret
	121,62
	-0,57
	131,16
	-1,64
	135,95
	-0,12
	146,06
	0,72
	113,29
	0,04

	April
	121,90
	0,23
	129,98
	-0,90
	135,99
	0,03
	146,43
	0,25
	113,24
	-0,04

	Mei
	121,43
	-0,39
	130,24
	0,20
	136,40
	0,30
	146,17
	-0.18
	112,57
	-0,59

	Juni
	124,24
	2,31
	131,51
	0,98
	137,82
	1,04
	149,69
	1,72
	113,00
	0,38

	Juli
	128,01
	3,03
	132,73
	0,93
	139,71
	1,37
	153,74
	3,40
	116,30
	2,92

	Agustus
	127,51
	-0,39
	134,97
	1,69
	142,17
	1,76
	155,00
	0,82
	117,08
	0,67

	September
	129,06
	1,22
	136,32
	1,00
	141,97
	-0,14
	155,51
	0,33
	117,93
	0,73

	Oktober
	127,73
	-1,03
	136,26
	-0,04
	142,27
	0,21
	155,99
	0,31
	118,39
	0,39

	November
	129,08
	1,06
	136,02
	-0,18
	141,54
	-0,51
	155,96
	-0,02
	120,89
	3,03

	Desember
	130,90
	1,41
	136,08
	0,04
	142,35
	0,57
	156,50
	0,35
	124,55
	2,11

	Tahunan
	-
	9,08
	-
	3,96
	-
	4,61
	-
	9,94
	-
	10,85


Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Gambar 5

Laju Inflasi Di Kota Bengkulu Tahun 2014
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Inflasi pada tahun 2014 terutama didorong oleh kenaikan harga pada komoditas bahan makanan dan transportasi. Tingginya inflasi bahan makanan tersebut disebabkan terbatasnya pasokan beberapa bahan makanan utama di Provinsi Bengkulu pada puncak konsumsi bulan Agustus 2014. Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi pada triwulan II-2014 juga mempengaruhi peningkatan inflasi pada sub-kelompok transportasi pada akhir tahun 2014. 
Namun  sangat disayangkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup memuaskan  dan  PDRB  per  kapita  yang  terus  meningkat tersebut  belum  disertai dengan  kondisi  sosial  ekonomi  yang  baik  pula. Hal ini dapat terlihat dan tergambar pada indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan.  Berdasarkan  publikasi Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Provinsi Provinsi Bengkulu, keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu pada Februari 2014 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan penurunan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada Februari 2014 mencapai 968,2 ribu orang sedangkan pada bulan Februari 2013 sebesar 953,0 ribu orang bertambah sebanyak 15,2 ribu orang atau mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Bengkulu pada Februari 2014 mencapai 952,5 ribu orang bertambah sebanyak 19,2 ribu orang atau naik sebesar 2,06 persen dibandingkan keadaan pada Februari 2013.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2014 sebesar 74,38 persen, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 74,47 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,09 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014 mengalami menurunan dari 2,07 persen pada tahun 2013 menjadi 1,62 persen pada tahun 2014. 
Tabel 3.1.d.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Tahun  2013 - 2014
	No.
	Jenis Kegiatan Utama
	Tahun

	
	
	Februari 2013
	Februari 2014

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Angkatan Kerja (ribuan orang)
	953,0
	968,2

	
	· Bekerja
	933,3
	952,5

	
	· Pengangguran
	19,7
	15,7

	2
	Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
	74,47
	74,38

	3
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	2,07
	1,62

	4
	Pekerja Tidak Penuh (ribuan orang)
	313,8
	325

	
	· Setengah Pengangguran
	94,0
	73

	
	· Paruh Waktu
	229,9
	251,2


       Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Struktur lapangan pekerjaan pada kurun waktu Februari 2013 sampai dengan Februari 2014 tidak mengalami perubahan, dimana Sektor Pertanian, Sektor Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Perdagangan, Rumah makan dan Akomodasi secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bengkulu.Penyerapan  tenaga  kerja  yang  terbesar pada  pada tahun 2013 masih didominasi Sektor  Pertanian (52,2%), Sektor Perdagangan, Rumah Makan Dan Jasa Akomodasi (17,2%) dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Dan Perorangan (16,9%).

Tabel 3.1.e.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun  2013 – 2014 (Ribuan Orang)

	No.
	Jenis Kegiatan Utama
	Tahun

	
	
	Februari 2013
	2014

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
	562,6
	555,3

	2
	Pertambangan Dan Penggalian
	7,7
	4,8

	3
	Industri
	37,4
	35,9

	4
	Listrik, Gas Dan Air Minum
	1,3
	3,1

	5
	Konstruksi
	32,8
	29,7

	6
	Perdagangan, Rumah Makan Dan Jasa Akomodasi
	126,4
	145,8

	7
	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
	22,6
	24,3

	8
	Keuangan
	16,7
	7,3

	9
	Jasa Kemasyarakatan
	125,7
	146,2

	Jumlah
	933,3
	952,5


        Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan  pendekatan kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai  ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan  yang  diukur  dari  sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin (penduduk  yang  berada di bawah garis kemiskinan) dan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada periode Maret 2013 – September 2013 mengalami penurunan. Pada periode tersebut jumlah penduduk miskin menurun sebesar 6,94 ribu orang, yaitu dari 327,35 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 320,41 ribu orang pada September 2013. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dri 18,34 persen menjadi 17,75 persen. Jika ditinjau dari wilayah, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan, sedangkan di wilayah perdesaan tercatat mengalami penurunan. Pada daerah perkotaan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 5,75 ribu orang sedang daerah pedesaan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12,69 ribu orang.
Tabel 3.1.f.
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Bengkulu,
Maret 2014 – September 2014
	Daerah/Tahun
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
	Persentase Penduduk Miskin

	(1)
	(2)
	(3)

	Perkotaan
	
	
	

	
	Maret 2014
	91,91
	16,64

	
	September 2014
	97,66
	17,29

	
	
	
	

	Perdesaan
	
	
	

	
	Maret 2014
	235,44
	19,10

	
	September 2014
	222,75
	17,97

	
	
	
	

	Perkotaan + Perdesaan
	
	
	

	
	Maret 2014
	327,35
	18,34

	
	September 2014
	320,41
	17,75


        Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

b. Perkiraan Kondisi Daerah Tahun 2015
Memperhatikan  kondisi  perekonomian  Provinsi Bengkulu tahun  2014, maka perkiraan kondisi indikator ekonomi regional Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 sebagaimana ditunjukan pada tabel 3.5 dibawah ini. 

Tabel 3.1.g.
Perkiraan Indikator Ekonomi Regional Makro Provinsi Bengkulu
Tahun 2015
	No
	Indikator
	Perkiraan Capaian Tahun 2014

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	6,8 - 7,0

	2
	Indeks Pembangunan Manusia
	74,36 - 74,74

	3
	Penduduk Miskin (%
	17,00 - 16,75

	4
	Pengangguran Terbuka (%)
	3,00 - 2,50

	
	
	


                Sumber : RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015
3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015  
Dan Tahun 2016
Tantangan  dan  prospek  perekonomian  Provinsi Bengkulu,  tentunya  akan banyak  dipengaruhi  oleh  tantangan  dan  prospek  pada  tataran  global, nasional, maupun lingkungan regional Provinsi Bengkulu sendiri.  
3.1.2.1. Global Dan Nasional
Perekonomian dunia terus mengalami perubahan yang signifikan beberapa waktu terakhir ini. Perekonomian dunia, pada awalnya dikuasai oleh negara-negara barat sejak Revolusi Industri terutama oleh Eropa dan Amerika. Namun, dewasa ini pusat perekonomian dunia lambat laun bergeser ke kawasan Asia, terutama ke China, India dan tentunya Indonesia. Pengamat ekonomi dunia meramalkan bahwa pada tahun 2010 – 2030 perekonomian Asia akan sangat berkembang pesat. Hal tersebut didorong oleh besarnya penduduk berusia produktif dikawasan tersebut.
Bank Dunia menyoroti lima tantangan yang akan dihadapi perekonomian global dan nasional setelah terjadi beberapa krisis finansial. Tantangan pertama adalah pekerjaan karena bila kondisi pengangguran tidak segera diatasi dengan baik disejumlah negara, seperti Nigeria, Pakistan dan Yaman, maka negara-negara tersebut dinilai akan tetap berada dalam kondisi tidak stabil dan akan mengarah kepada kondisi “Negara Gagal”.
Tantangan kedua adalah ketidakmerataan pendapatan yang dinilai juga dapat meningkatkan ketidakstabilan kesejahteraan sosial. Lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia masih berpenghasilan kurang dari 1,25 dollar AS per hari. Kesenjangan pendapatan ini dibeberapa negara terus mengalami peningkatan.

Tantangan ketiga adalah infrastruktur dimana diperkirakan terdapat lebih dari 1,3 miliar orang saat ini tidak memiliki akses kepada listrik. Diperkirakan butuh dana sekitar 48 miliar dollar AS per tahun untuk membuat setiap orang dapat mengakses layanan energi modern pada tahun 2030. Jumlah tersebut tidak mencakup ivestasi tahun tahun, sekitar 450 juta dollar AS, yang dibutuhkan untuk mempertahankan layanan energi saat ini.

Tantangan keempat adalah perubahan iklim yang meliputi antara lain gelombang panas ekstrim dan anjloknya stok pangan global. Semua kawasan didunia akan mengalami dampak ini. Namun negara-negara yang memiliki penduduk miskin besar akan menerima dampak yang sangat parah dan membuat negara-negara tersebut semakin terpuruk.

Tantangan kelima adalah mengelola efek destabilisasi dari kemajuan teknologi, seperti bagaimana meningkatkan keamanan cyber dengan tetap memegang teguh keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas suatu teknologi baru tersebut.
Krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa serta kondisi ekonomi China dan India yang sedang stagnan, mengakibatkan investor akan melihat ASEAN dan Indonesia sebagai negara dengan sumber ekonomi yang sangat besar dan sangat menarik.
Faktor-faktor yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan Indonesia dalam menghadapi masa depan diantaranya adalah adanya Bonus Demografi. Sebanyak 50 persen lebih penduduk Indonesia saat ini adalah generasi muda usia produktif (15-54 tahun) yang bila dikelola dengan baik dan benar tentunya akan menyumbang peningkatan kelas menengah dan tentunya akan mempercepat laju perekonomian Indonesia secara maksimal 20 tahun kedepan.

Sumber daya alam dan energi yang dimiliki Indonesia juga menjadi faktor yang dapat dikembangkan dan dikelola untuk masa depan. Seperti diketahui, kekayaan energi, baik fosil maupun energi terbarukan, di Indonesia sangat besar potensinya. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia juga sangat beragam dan menuntut kreatifitas dan keterampilan penduduknya agar dapat memberikan keuntungan ekonomi secara maksimal.

Kelebihan Indonesia juga ada pada kestabilan perekonomian secara makro. Ditengah krisis ekonomi global yang melanda Amerika Serikat dan Eropa, perekonomian Indonesia dengan sangat meyakinkan  dapat tumbuh diatas 6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan makro ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah secara garis besar sudah berada pada jalur yang tepat.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia telah terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Sebanyak 50 persen kontribusi pertumbuhan ekonomi disumbang dari UMKM dan 90 persen pengusaha Indonesia merupakan UMKM. Saat ini, Indonesia berada pada urutan keenam belas negara dengan GDP ekonomi terbesar yang memiliki 45 juta penduduk kelas menengah. Sebanyak 53 persen populasi di kota menyumbangkan 71 persen GDP total dengan 55 juta tenaga kerja terampil dari 118 juta tenaga kerja. Peluang pasar Indonesia saat ini mencapai 0,5 triliun dollar AS per tahun.
3.1.2.2. Provinsi Bengkulu

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional, regional maupun daerah beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diprediksi masih dalam kondisi yang cukup stabil walaupun dihadapkan pada tantangan kondisi perekonomian global yang penuh ketidk pastian. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka indikator makro ekonomi Provinsi Bengkulu diproyeksikan sebagai berikut: 
Tabel 3.1.h.

Rencana Target Ekonomi Makro Provinsi Bengkulu Tahun 2015
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	TAHUN 2015

	1
	2
	3
	5

	1
	Pertumbuhan Ekonomi
	%
	7,0 - 7,2

	2
	Indeks Pembangunan Manusia
	
	74,74 - 75,27

	3
	Penduduk Miskin
	%
	16,75 - 16,50

	4
	Pengangguran Terbuka
	%
	2,50 - 2,10

	
	
	
	


       Sumber : RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1. 
Realisasi & Proyeksi Keuangan Daerah 2011 - 2015

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD Yang Sah;

b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak Dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan data series kurun waktu 2010-2014, keseluruhan Pendapatan Daerah mengalami penurunan dan peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfluktuatif mengalami penurunan pada tahun 2011 dan terus meningkat dari tahun 2012-2014, kelompok Dana Perimbangan mengalami kenaikan secara konsisten sedangkan kelompok Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2011 sampai 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan dapat dilihat dari Gambar 3.2.a. dibawah ini.
Gambar 3.2.a.
Pendapatan Daerah

[image: image4.emf]0.0

200,000.0

400,000.0

600,000.0

800,000.0

1,000,000.0

1,200,000.0

2010 2011 2012 2013 2014

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

(dalam juta)
Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya komponen Pajak Daerah yang secara terus menerus mengalami peningkatan baik nominal maupun persentase, sedangkan komponen Retribusi Daerah mengalami fluktuasi naik dan turun dimana pada tahun 2011 mengalami penurunan  dan meningkat kembali pada tahun 2012 namun kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2013 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2014, untuk komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga mengalami fluktuasi naik turun dimana pada tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup banyak kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan walaupun tidak banyak namun pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan lagi dari 2013 sebesar 120% sedangkan untuk komponen Retribusi Daerah serta komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan tetapi untuk tahun 2014 mengalami kembali kenaikan. Secara keseluruhan uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 3.2.b. dibawah ini.
Gambar 3.2.b.

Pendapatan Asli Daerah
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Pada kelompok Dana Perimbangan walaupun secara nominal dan persentase mengalami kenaikan yang signifikan, pada pembagian komponen-komponennya fluktuatif naik dan turun. Komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang turun pada Tahun 2011 konstan di Tahun 2012 kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2014, untuk komponen Dana Alokasi Umum secara terus menerus mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal dan persentase, dan komponen Dana Alokasi Khusus mengalami fluktuasi naik dan turun dimana pada tahun 2011 mengalami kenaikan namun pada Tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan kembali naik dengan angka yang juga cukup signifikan pada tahun 2014. Secara keseluruhan uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 3.2.c. dibawah ini.
Gambar 3.2.c.
Dana Perimbangan
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Pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, komponen Hibah mengalami penurunan yang signifikan di Tahun 2011 dan Tahun 2012 dan tetap menurun di tahun 2013. Tetapi selain komponen Hibah, pada Tahun 2012 komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mengalamai kenaikan yang signifikan dimana kisaran nominal dan persentasenya membuat kelompok ini mengalami kenaikan yang drastis pada tahun 2014. Secara keseluruhan uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 3.2.d. dibawah ini.
Gambar 3.2.d.
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
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3.2.1.2.  Kerangka Pendanaan
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah di atas, maka Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 diarahkan pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk membiayai 19 (sembilan belas) Urusan Wajib dan 4 (empat) Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh 39 (tiga puluh sembilan) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Penganggaran sesuai dengan kemampuan daerah, diarahkan dan dikelola berazaskan : 

(i) Fungsi Otorisasi, sebagai dasar untuk  melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

(ii) Fungsi Perencanaan, menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

(iii) Fungsi Pengawasan, menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kententuan yang telah  ditetapkan;

(iv) Fungsi Alokasi, mengarahkan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;

(v) Fungsi Distrusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan keputusan; serta
(vi) Fungsi Stabilisasi, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intesifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:
1. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah;

2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota dan POLRI;

3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

4. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Badan Layanan Umum dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan;

5. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan
6. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Adapun  kebijakan  pendapatan  untuk  meningkatkan  Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah adalah: 

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor dan PPh Badan;  

2. Meningkatkan  akurasi  data  Sumber  Daya  Alam  sebagai  dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan; dan
3. Meningkatkan  koordinasi  dengan  Pemerintah  Pusat  dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diperlukan strategi pencapaian, antara lain sebagai berikut:

A. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan realisasi penyesuaian tarif pungutan;

2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

4. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti drive thru, Gerai  Samsat dan Samsat Mobile serta Samsat Outlet; 

5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik dibeberapa Kantor Bersama/Samsat, UPT dan Badan Layanan Umum dengan mempergunakan parameter ISO 9001-2008;

6. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan lain-lain;

7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

9. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang Pendapatan Daerah; dan
10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD  penghasil.

11. Membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman  kepada pihak-pihak terkait yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
B. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan ditempuh melalui : 

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 

2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi  pajak  maupun potensi sumber daya alam bekerja  sama  dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat  Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;

3. Peningkatan  keterlibatan  Pemerintah  Daerah  dalam    perhitungan lifting migas dan  perhitungan  sumber  daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam  Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis,  Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk  mengupayakan  peningkatan  besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK; serta
5. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi kepada Kementerian ESDM dan SKK MIGAS untuk mendapatkan data penyaluran BBM.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua  kewajiban Daerah yang diakui  sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode  tahun  anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung  dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan  secara  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan yang  meliputi  Belanja  Pegawai,  Belanja  Bunga,  Subsidi,  Hibah,  Bantuan Sosial,  Belanja  Bagi  Hasil,  Bantuan  Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung merupakan belanja yang  memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa dan Belanja Modal.
I. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diarahkan untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan untuk hal-hal sebagai berikut:

· Pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;

· Rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil;

· Penambahan Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil. 

b. Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan

1) Pemberian  hibah  dan  bantuan  sosial  berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

2) Penganggaran  bantuan  keuangan  kepada  partai  politik berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  dibidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan antara lain:

· Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

· Persiapan PEMILUKADA;
· Bantuan kepada Organisasi dan Umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Belanja Bagi  Hasil  Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa


Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa tetap dianggarkan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetntang Pajak Dan Retribusi Daerah.

3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa untuk persiapan bagi Kabupaten Pemekaran Baru.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja  tidak  terduga  dianggarkan  untuk  mendanai  kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak  diharapkan berulang serta tidak diperkirakan  sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial  dan lain.

II. Belanja Langsung

Belanja Langsung dipergunakan dalam rangka  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan perundang‐undangan. Dengan berpedoman pada  prinsip‐prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun  2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan  prestasi  kerja  setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas  perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. 
Selain itu, Belanja Langsung juga dipergunakan dalam rangka upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta untuk menjamin penanggulangan kemiskinan, kecukupan pangan dan gizi serta kesempatan pendidikan yang berarti juga mendukung pencapaian komitmen Millenium Development Goals (MDGs). Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 serta dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan, sebagai berikut:
	a.
	Prioritas 1.
	Reformasi Birokrasi;

	b.
	Prioritas 2.
	Perekonomian Rakyat Dan Iklim Investasi;

	c.
	Prioritas 3.
	Sumber Daya Manusia;

	d.
	Prioritas 4.
	Kesejahteraan Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan;

	e.
	Prioritas 5.
	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan Serta Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan Yang Berkelanjutan;

	f.
	Prioritas 6.
	Infrastruktur Dasar;

	g.
	Prioritas 7.
	Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana;

	h.
	Prioritas 8.
	Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas Dan Inovasi Teknologi; serta

	i.
	Prioritas 9.
	Pemerintahan, Hukum Dan Ketertiban Umum;


3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan  Daerah  meliputi  Penerimaan  Pembiayaan  dan  Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah timbul  karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan, Dana Bergulir.
Untuk  Tahun  2015,  Penerimaan  Pembiayaan  Daerah  hanya berasal dari SILPA tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber‐sumber  lain.  Sedangkan  untuk  Pengeluaran  Pembiayaan Daerah direncanakan untuk penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu. 
3.3. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Sumber pendanaan daerah selain APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa: Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu serta dana yang bersumber dari swasta, dan pinjaman/hibah Luar Negeri (PHLN).

3.3.1. APBN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa dana APBN Dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada SKPD Provinsi dan dana APBN Tugas Pembantuan yang dikelola oleh SKPD di Kabupaten/Kota maupun oleh SKPD Provinsi.

Besarnya alokasi APBN yang masuk ke Provinsi Bengkulu setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Perkembangan alokasi APBN di Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2012 s.d 2014) dapat dilihat pada Tabel.3.3.1.a.

Tabel 3.3.1.a.
Jumlah Dana APBN  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan   Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2014

(Dalam Ribuan Rupiah)
	No.
	Jenis APBN
	PAGU DANA (Rp).

	
	
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Dekonsentrasi
	268.413.334.000
	175.764.932.000
	145.243.218.000

	2.
	Tugas Pembantuan
	165.190.207.000 
	190.339.470.000
	122.117.077.000


Distribusi alokasi dana APBN berupa Dana Dekonsentrasi yang masuk ke Provinsi Bengkulu melalui SKPD Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 3.3.1.b.

Tabel 3.3.1.b.  Alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan  SKPD di Provinsi Bengkulu

Tahun 2012-2014

(Dalam Ribuan Rupiah)
	No.


	SKPD


	PAGU DANA (Rp).

	
	
	2012
	2013
	2014

(Triwulan I)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Dinas ESDM Provinsi Bengkulu
	     735.081.000
	     776.552.000
	    768.453.000

	2.
	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
	 5.299.397.000
	  4.035.000.000
	  5. 104.659.000

	3.
	Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu
	16.381.079.000
	14.166.850.000
	12.791.738.000

	4.
	Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu
	  2.468.799.000
	  2.406.813.000
	  2.748.155.000

	5.
	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
	 7.028.100.000
	  5.676.850.000
	  4.030.500.000

	6.
	Sekretariat Badan Koordinasi Koordinasi Penyuluhan Provinsi Bengkulu
	14.077.109.000
	13.536.733.000
	13.172.851.000

	7.
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	  5.933.272.000
	  6.589.725.000
	  7.409.150.000

	8.
	Dinas Pendidikan  Provinsi Bengkulu
	113.501.743.000
	11.857.636.000
	  1.236.255.000

	9.
	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
	 16.435.715.000
	21.007.418.000
	20.540.594.000

	10.
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
	12.650.493.000
	11.542.762.000
	  6.963.624.000

	11.
	Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu
	  4.087.560.000
	 4.491.172.000
	  3. 821.428.000

	12.
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

	  7.430.818.000
	 7.776.520.000
	  5.646.246.000

	13.
	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu
	12.769.252.000
	13.081.735.000
	13.203.013.000

	14.
	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu
	  2.395.860.000
	 5.604.182.000
	     547.751.000

	15.
	BKPMD Provinsi Bengkulu
	    500.000.000
	    500.000.000
	    500.000.000

	16.
	Setda Provinsi Bengkulu
	  7.667.880.000
	 5.829.414.000
	  1.498.948.000

	17.
	Bappeda Provinsi Bengkulu
	  2.997.686.000
	3.195.290.000
	  2.741.603.000

	18.
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Bengkulu
	16.577.801.000
	18.594.908.000
	20.311.758.000

	19.
	Badan Diklat Daerah Provinsi Bengkulu
	    189.400.000
	    200.000.000
	    200.000.000

	20.
	Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Bengkulu
	  1.975.000.000
	 2.092.000.000
	1.700.995.000

	21.
	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
	  3.827.455.000
	5.355.000.000
	2. 825.000.000

	22.
	Dinas Koperasi, UKM,Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
	  8. 913.977.000
	7.775.890.000
	9.144.248.000

	23.
	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu
	  3.763.697.000
	6.023.087.000
	6.564.071.000

	24
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Bengkulu
	
	1.546.462.000
	

	25.
	Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu
	    306.160.000
	
	1.020.000.000

	26.
	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu
	    500.000.000
	   500.000.000
	

	27.
	Inspektorat Provinsi Bengkulu
	
	   300.000.000
	

	28.
	Satpol PP dan Linmas Provinsi Bengkulu
	
	   546.527.000
	    752.578.000

	29.
	Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu
	
	   756.406.000
	

	Total
	268.413.334.000
	175.764.932.000
	145.243.218.000


Distribusi alokasi dana APBN Tugas Pembantuan yang masuk ke Provinsi Bengkulu melalui SPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.1.c.
Tabel 3.17.  

Alokasi Dana Tugas Pembantuan  Provinsi Bengkulu 

 Tahun 2012-2014
	No.
	SKPD
	PAGU DANA

	
	
	2012
	2013
	2014


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu 
	       573.939.000 
	  568.939.000
	

	2.
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu 
	    9.008.120.000 


	1.700.000.000
	9.534.895.000

	3.
	Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu 
	   60.383.365.000


	37.671.454.000
	28.340.460.000

	4.
	Dinas Kebudayaan &  Pariwisata Prov BKL 
	       994.295.000


	
	

	5.
	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
	    5.000.000.000 


	
	

	6.
	Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu 
	   11.500.631.000


	7.416.753.000
	17.477.997.000

	7.
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu 
	   14.905.000.000


	19.982.700.000
	14.614.650.000

	8.
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu 
	    4.699.157.000


	4.773.430.000
	 8.160.579.000

	9.
	Dinas Pekerjaan Umum 
	58.125.700.000
	96.451.194.000
	43.988.496.000

	10.
	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
	
	   275.000.000
	

	11.
	RSUD.Dr.M.Yunus
	
	21.500.000.000
	

	TOTAL
	165.190.207.000
	190.339.470.000
	122.117.077.000
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